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A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu,
apabila sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya
kematian, maka urusan keduniawian manusia belum berakhir.
Pada hakikatnya kematian manusia telah mengakhiri urusan
duniawinya namun di sisi lain kematian manusia juga
menimbulkan dampak bagi orang-orang yang ditinggalkanya.

Salah satu dampak tersebut menimbulkan kewajiban
bagi masyarakat untuk menshalati jenazahnya, dan kewajiban
kepada keluarganya untuk mengurus perihal yang berkaitan
dengan orang yang meninggal, seperti mengurus biaya jenazah,
melunasi hutang-hutang, baik hutang kepada Allah, seperti
pelakasanaan haji bila mampu, maupun hutang kepada manusia
seperti melaksanakan wasiat jika ada wasiat.

Pembagian harta peninggalan dalam Islam merupakan
salah satu kajian keilmuan yang dibahas secara khusus dalam
figh mawaris, vyaitu ilmu yang membicarakan hal ihwal
pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal

dunia kepada ahli warisnya.’

! Supraman Usman Dan Yusuf Somawinata, Figh Mawaris,Hukum
Kewarisan Islam ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997),hal.46

2 Ysusuf Somawinata, Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penererimaan Dan
Cara Pembagian Ahli Waris,( Tangerang:Sintesis, 2013)hal.2



Harta merupakan sesuatu yang sangat berharga dan
penting bagi manusia pada umumnya, untuk mendapatkanya
manusia banyak melakukan berbagai cara demi mendapatkan
harta, maka dalam hal tersebut Islam mengatur tata cara
bagaimana mencari atau mendapatkan harta dengan baik dan
halal, salah satu caranya melalui bil khilafah yaitu
menggantikan  kepemilikan orang lain, seperti melalui
pewarisan dan wasiat.®

Wasiat merupakan amanat dari seseorang secara
sukarela untuk memberikan suatu harta benda kepada seseorang
atau lembaga, dan harta tersebut bisa dimiliki ketika si pemberi
meninggal dunia®

Harta yang harus dikeluarkan untuk wasiat itu sepertiga
dari harta waris, kalau lebih harus ada persetujuan dari ahli
warisnya, dan wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris,
kecuali atas persetujuan para ahli waris, dalam berwasiat harus
memenuhi lima perkara : Islam, berakal, baligh, merdeka, dan
penerima wasiat bisa dipercaya.’

Masalah warisan dan wasiat seringkali menimbulkan
masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali

muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak

% Suparman Usman, “Harta Adalah Titipan Allah Swt”, Bulletin Bazda
Banten, Januari-Juni 20014, hal.2

*Subchan Bashori, Al-Faraidh, Hukum Waris, (Jakarta : Nusantara Publisher,
2009),hal.25

®> Mochamad Anwar, Figh Islam Tarjamah Matan Tagrib, (Bandung :
Alma’arif, 1973), Cetakan Ke-Sepeuluh, hal.179



puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini
timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk
selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah
diperolehnya. Begitu juga dengan wasiat, para ulama sepakat
bahwa wasiat dibatasi sepertiga dari harta warisan, realitasnya
banyak pewaris yang membuat wasiat tidak berdasarkan
ketentuan syariat dengan melebihi dari sepertiga, sehingga akan
menimbulkan terjadnya konflik, wasiat dipandang penting
kedudukanya dalam hukum Islam, wasiat berkedudukan seperti
hutang, oleh karena itu wasiat harus didahulukan
pelaksanaannya , sebagaimna diatur dalam pasal 175 ayat (1)
huruf “C” KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu menyelesaikan
wasiat pewaris.®

Tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau
sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli
waris dari si pemberi warisan. Membagi benda harta warisan
dengan jalan wasiat itu biasanya dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya perselisihan dikalangan ahli waris
dikemudian hari. Apabila itu terjadi, pada dasarnya tidak ada
keberatan apapun ditinjau dari hukum Islam, asal harga barang-
barang yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai
dengan ketentuan bagianya dalam hukum waris. Mereka yang
menerima barang melebihi harga sesuai dengan bagianya dalam

hukum waris dipandang menerima pemberian dengan jalan

®Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam( Bandung:Fokusmedia,
2005), pasal 175



wasiat berupa kelebihan harga barang tersebut, namun
kelebihan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Terlebih jika jalanya kewarisan wasiat tersebut
diberikan kepada salah satu ahli warisnya saja, maka hal
tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial dan sewajarnya
ahli waris lainya yang tidak menyetujuinya akan menggugat
dengan jalan hukum. Seperti dalam kasus gugatan banding ahli
waris terhadap pembatalan wasiat yang terjadi di Pengadilan
Tinggi Agama  Makasar dengan  putusan  Nomor
63/Pdt.G/PTA.MKks.

Hal tersebut tentunya ada penyebab kenapa surat wasiat
tersebut dari pihak penggugat menginginkan untuk dibatalkan,
antara lain yaitu karena dalam surat wasiat tersebut tentunya
mengandung unsur kecemburuan sosial, karena wasiat tersebut
hanya ditunjukan kepada satu anaknya saja, sedangkan pewaris
mempunyai dua anak kandung yang tidak lain adalah penggugat
dan tergugat, pastinya ada sesuatu yang janggal dengan isi
wasiat dalam putusan tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis merasa
tertarik untuk membahasnya kedalam skripsi ini dengan judul
“SENGKETA KEWARISAN BAGI PENERIMA WASIAT
YANG DI GUGAT OLEH AHLI WARIS” (Analisis Hasil
Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.MKs.)



. Perumusan Masalah

1. Apa  faktor  sengketa  dalam  putusan  Nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks?

2. Bagaiaman penyelesaian sengketa pada putusan Nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor sengketa dalam putusan Nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa

kewarisan pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

. Manfaat Penelitian / Signifikansi Penelitian
Adapun manfaat penulis harapkan dalam skripsi ini
adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini harapkan dapat
memberi manfaat pegembangan atau pengetahuan pada
umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai analisis
hukum terhadap upaya penyelesain sengketa kewarisan bagi
penerima wasiat dan ahli waris.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam penelitian ini yaitu
sebagai gambaran pemikiran untuk menyelesaikan masalah
— masalah dalam kasus konkrit, sehingga dapat memberikan

masukan kepada tokoh masyarakat dan pihak peradilan.



E. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Dalam penelitian yang lalu, ada dua penelitian yang
mirip dalam pembahasan dengan penelitian yang dipilih oleh
penulis, pertama yakni dari Solihin alumni [AIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah Dan Hukum
penelitianya yang berjudul “ Hukum Wasiat Kepada Orang
Kafir Menurut Empat Madzab’’ penulis Solihin.

Penelitian yang digunakan penulis menggunakan
penelitian studi komparatif yaitu dengan membandingkan
beberapa pendapat ulama madzab satu dengan madzab yang
lainya

Penulis menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan
pendapat para imam madzab. Madzab Maliki, Hambali dan
Madzab Syafi’i berpendapat bahwa wasiat seorang muslim
kepada orang kafir itu sah. Sedangkan madzab Hanafi dan
madzab Imamiah berpendapat bahwa wasiat seorang muslim
kepada orang kafir itu tidak sah.

Skripsi tersebut hanya menjelaskan beberapa pendapat
tentang aspek hukum wasiat menurut para Imam Madzab saja
tidak membahas bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa
kewarisan khususnya wasiat, namun dalam skripsi ini penulis
bukan hanya menjelaskan aspek hukum wasiatnya saja tapi
menjelaskan terori dalam penyelesaian permasalahan wasiat

apabila terjadi sengketa dengan para ahli waris



Adapun kesimpulan dari skripsi diatas yaitu Imam
Maliki, Hambali, dan mayoritas Madzab Syafi’i berpendapat
bahwa wasiat kepada orang Kkafir itu hukumnya sah, dengan
metode istimbathnya melalui Al-Qur’an, Hadist, dan Qiyas.
Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imamiah berpendapat
bahwa wasiat kepada orang kafir itu tidak sah karena ada unsur
bantuan untuk perang, adapun metode istimbath yang
digunakan yaitu hanya dengan Al-Qur’an

Kedua dari Suprihatin alumni Universitas Diponegoro
Semarang penelitian tesisnya yang berjudul Penyelesaian
Terjadinya Sengketa Waris Akibat Pembagian Wasiat (Studi
Kasus Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama
Semarang).

Dalam tesis tersebut, penulis menggunakan tehnik
analisis deskriptif yang pendekatanya dengan yuridis empiris,
dalam pengumpulan datanya peneliti melalui lapangan dan
kepustakaan yaitu dengan model interaktif, adapun data yang
dikelola peneliti ada dua yaitu primer yang bersumber pada
wawancara dengan para pihak hakim di Pengadilan Agama
Semarang, dan data sekundernya melalui karya tulis ilmiah
yang ada relavansinya dengan masalah yang akan diteliti oleh
penulis.

Pada penelitianya, peneliti menjelaskan faktor-faktor
yang akan mengakibatkan adanya konflik antara penggugat dan

tergugat sehingga menimbulkan sengketa hak milik yang perlu



diselesaiakan melalui Peradilan. Peneliti juga menjelaskan
upaya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara
kewarisan yang adanya wasiat.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu bahwa
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa
dalam wasiat yaitu pertama adanya harta warisan yang belum
dibagi, kedua harta wasiat tersebut melebihi sepertiga dari harta
warisan dan untuk penyelesaianya bahwa wasiat tersebut harus
tidak lebih dari sepertiga, maka wasiat tersebut di kurangi
sepertiga dari harta warisan lalu sisa harta warisan tersebut
menjadi hak umum bagi ahli waris yang berhak.

Dari penelitian tersebut hampir mirip dengan penelitian
penulis, namun yang menjadi beda dari segi metode
penelitianya, penulis hanya menggunakan data primer yaitu
hanya surat putusan saja tidak sampai terlibat dalam wawancara
dengan hakim yang memutuskan perkara dalam putusan
tersebut, karena penelitian penulis hanya bersifat analisis hasil

dari putusan tersebut.

. Kerangka Pemikiran

IImu yang menyangkut bagaimana cara pemindahan
atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli
waris)-nya, dalam hukum Islam, dikenal dengan nama : imu
mawarits, figh mawarits, atau ilmu faraidh. Hukum
mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh bagi seluruh umat

Islam adalah fardhu kifayah, sedangkan bagi para gadhi (hakim)



dan mufti (pemberi fatwa) adalah fardhu ain. Sebab, diantara
syarat — syarat pewarisan, pengetahuan tentang pewarisan (ilmu
faraidh) merupakan syarat khusus yang harus mereka kuasai
atau miliki. ’

Pelaksanaan hukum kewarisan pada masyarakat
realitasnya ada yang memakai secara hukum Islam sesuai
dengan tuntuan Qur’an dan Hadist, ada juga yang melakukanya
dengan hukum adat, seperti adat orang Padang dalam
pembagian ahli waris, anak perempuan lebih unggul
dibandingkan dengan anak laki-laki, hal seperti itu pertanda
ilmu waris seiring berkembangnya jaman, maka ilmu waris
sedikit-sedikit akan hilang, hilang dalam arti ketentuanya sudah
tidak dipakai lagi. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abi
Abdillah Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Khusen
dalam kitabnya matan al-rohbiyah , bahwa ilmu yang pertama
kali hilang di muka bumi ini yakni IImu Faraidh atau llmu

Waris.
W g pe s H# G epeE s 5

“Sesungguhnya ilmu ini, ilmu khusus # yang sudah
masyhur dikalangan para ulama”

" Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh, ...,hal.1
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“Dan sesungghunya ilmu ini yang pertama kali hilang #
di dunia ini sampai tidak bisa ditemukan kembali adanya "®

Rosulullah  menganjurkan kepada umatnya agar
pelaksanaan kewarisan itu sesuai dengan ketentuan syariat
Islam yang sudah di tentukan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah,

sebagaimana Rosulullah bersabda :
36 iles e o ) U3z &
B 5k ,g-suw 1S3 ohis 3e 05 g FWREN

-

L4 °o W o o -
Ve o s B

REPLEESY

“Dari Abdullah bin Umar, ‘“sesungguhnya Rosulullah

Saw. Bersabda, “harta warisan yang telah dibagikan di masa

jahiliyyah, maka sesuai dengan pembagaian di masa jahiliyah

itu sendiri, sementara harta warisan yang ditentukan secara
Islam, maka sesuai dengan pembagain cara Islam°

Hadist tersebut menjelaskan Rosulullah menganjurkan
agar pembagian harta warisan haruslah sesuai dengan ketentuan
hukum Islam, namun dalam keparipurnaanya kaidah hukum
Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya permasalahan
hidup yang semakin hari semakin meluas, sehingga perlu
adanya penyesuaian hukum Islam terhadap permasalahan

dewasa kini

8 Abi Abdillah Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Khusen, Matan Al
— Rokhbiah, ( Surabaya : Maktabah Balai Buku, 1998 ) hal. 2

® Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shohih Sunan Ibnu Majah, Penerjemah :
Ahmad Taufik Abdurahman, ( Pustaka Azzam, Jakarta, 2013), Cetakan Kedua, Jilid
2, hal.554
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Hukum waris di Indonesia terdapat tiga macam sistem
kewarisan, yaitu pertama: sistem kewarisan individual,
pembagianya secara individual yakni kepada ahli warsinya saja
dan di bagi rata, hal ini banyak dilakukan oleh masyarakat
bilateral seperti Jawa, kedua: sistem kewarisan kolektif,
pembagianya mengumpulkan ahli waris terlebih dahulu dan
tidak boleh di bagikan pewaris karena menganggap itu adalah
harta pusaka, hal ini banyak di pakai oleh masyarakat
matrilineal seperti minang kabau, ketiga: sistem kewarisan
mayorat pembagianya dimana anak yang tertua berhak untuk
mewarisi seluruh harta peninggalan, hal ini banyak dipakai
masyarakat patrilineal seperti di Bali dan Sumatera Selatan.'°

Sebab-sebab untuk mendapatkan harta warisan ada tiga:
nikah, keturunan,dan wala’ atau memerdekakan hamba sahaya.
Sedangkan penghalang kewarisan ada tiga: berbeda agama,
membunuh, menjadi budak orang lain.*

Pada ilmu waris terdapat pembahasan wasiat yaitu
penyerahan hak atas harta dari seseorang kepada orang lain
secara sukarela yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga
pemilik harta meninggal dunia®?

Problematika kewarisan merambat pada wasiat, masalah

wasiat sering terjadi pada masyarakat, karena wasiat yang

19 Syparman Usman dan Yusuf Somawinata,Figh Mawaris, hal. 190
11 gaifuddin Arief, Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan

Hukum Waris Islam, ( Jakarta : Darunnajah Publishing, 2008), Cetakan Ke-tiga,

hal..32

12 yvysuf Somawinata, llmu Faraidh,..hal.61



12

dibuat oleh pewaris tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan
tidak ada pembuktian secara tertulis dari penerima wasiat.
Al-Qur’an telah mensyariatkan wasiat agar ditulis dan

disaksiskan oleh dua orang laki-laki pada surat Al-Maidah :

ra

Call aal Hian 1) A e Tl Gl 1l
Ga VA ;i (,su L\j 5 gu\ mjx\ Cpa

g

'Hai orang-orang yang beriman, apablla salah seorang
kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di
antara kamu, atau dua orang 3yang berlainan agama dengan
kamu ...(Q.S Al-Maidah : 106).*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wasiat itu adalah
sebuah perintah yang diperbolehkan dalam agama Islam dan
perlu disaksikan agar tidak ada konflik kedepanya, dan
diperbolehkanya seorang yang beragama Islam berwasiat
kepada orang yang selain agama Islam, sebagaimana pada
kalimat syahadatu bainikum yaitu yang berarti sebuah berita
yang bermakna perintah yang perlu disaksikan, mengidhafatkan
lafadz syahaadah kepada baina menjelaskan untuk keleluasan

memilih untuk siapa wasiat tersebut.™

RILAI -

% Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama
Or’an Dan Terjemahnya, (Semarang : Diponegoro, 2008), hal.125
" Imam Jalaludin Al-Mahalli Dan Imama Jalaludin As-Syuyuthi,

Penerjemah : Bahrun Abu Bakar, Tafsir Jalalain, (Penerbit Sinar Baru Algesindo :
Bandung, 2003) Cetakan Kesembilan,hal.502
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Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wasiat
supaya terbukti, maka harus disaksikan oleh dua orang laki-laki
sebagaimana pada pasal 195 ayat 1 KHI yang berbunyi :

“wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang
saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan
notaris™

Jumhur ulama sepakat bahwa wasiat diperbolehkan
dengan batasan sepertiga dari harta warisa kecuali diijinkan
olen semua ahli warisnya, dan sepakat bahwa wasiat tidak
diperbolehkan untuk ahli waris'® hal ini merujuk pada hadist

nabi:

i}i 155 (218 i:,:aj )/\.e Jas 35 J’fdu\ 36

/../

&35 g\:c‘:;_ :3;2\ 8155 ,ié%jéj‘j A& u..é—j ,ng\«mj‘ g )Y\j

“ dari Abi Umamah Al-Bahili, berkata : saya telah
mendengar Rosulullah Saw. Bersabda :@ “sesungguhnya Allah
telah beri hak kepada tiap-tiap yang berhak, oleh karena itu,
tidak ada wasiat bagi ahli waris” diriwayatkan oleh Ahmad dan
empat kecuali Nasa’i dan di khasankan oleh Ahmad dan
Tirmidzi dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud."’

Realitasnya banyak orang yang membuat wasiat tidak
melihat aspek hukumnya, baik dari segi jumlah yang harus

dikeluarkan maupun dalam segi administratifnya. Faktor —

15 Kompilasi Hukum Islam,pasal 195

* Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madhzab, Penterjemah :
Masykur DKk, (Jakarta : Lentera, 2010), Cetakan Kedua Puluh Enanm, hal.513

7 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, Penterjemah : A.Hasan, (Bangil
: Pustaka Tamam, 1991),hal.501
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faktor yang menyebabkan sengketa kewarisan wasiat yang
banyak terjadi di kalangan masyarakat itu bisa terjadi karena
harta yang diwasiatkan oleh pewaris tidak sesuai dengan
ketentuan dan para pihak ahli waris tidak rela dengan harta
warisanya diwasiatkan kepada orang lain, karena bagi mereka
akan mengurangi jumlah bagianya, maka akan timbul konflik
atau sengketa hak milik dan perlu diselesaikan.

Sengketa wasiat pada putusan yang akan diteliti penulis
yakni wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris, para ulama
fugaha berpendapat lebih condong kepada tidak bolehnya
wasiat kepada ahli waris dengan alasan, bahwa ahli waris itu
sudah mendapat bagianya masing-masing, sebagaimana sabda

Rosulullah :
A Lo il Jszs J6 2 J6 - °*M&@ S

B I8 bl G AT s

P
Z

Dari ibnu abbas bahwa rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallah bersabda: “berikan bagian-bagian warisan kepada
ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling
dekat”. (muttafaq alaihi) *®

Cara alternatif dalam menyelesaikan konflik, dalam
hukum Islam dikenal dengan cara permusyawaratan melalui
cara mediasi yaitu kegiatan menjembatani antara dua pihak

yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan.’® Kedua

'8 |bnu Hajar Al-Atsgalany, Terjemah Bulughul Maram, hal.348
19 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan

Hukum Nasional,hal.2
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belah pihak dipertemukan untuk bermusyawarah dalam
menciptakan penyelesaian secara damai, cara mediasi mrupakan
cara efektif selain menyelesaikan masalah juga memperat
hubungan silaturahmi  karena dalam mediasi tersebut
bertemunya dua pihak untuk membahas masalah yang sedang di
hadapi untuk diselesaikan secara damai, jika upaya
penyelesaian dengan musyawarah tidak menghasilkan
kedamaian maka terpakasa penyelesaian sengketa tersebut
diselesaikan melalui Peradilan.

Peradilan merupakan solusi akhir bagi para pencari
keadilan, setelah tidak puas atau merasa kurang adil dalam
melalui penyelesaian secara mediasi atau musyawarah, maka
proses selanjutnya adalah mendaftarkan perkara tersebut ke
pengadilan. Di Indonesia Peradilan yang khusus menangani
perkara orang-orang Islam yaitu Peradilan Agama sebagaimana
diatur dalam pasal 49 UU.No0.07 Tahun 1989 :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a) Perkawinan

b) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam

¢) Wakaf dan shadagah.”

. Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan

penelitian melalui langkah — langkah sebagai berikut :

20| jhat Pasal 49 UU No.07 Tahun 1989
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1. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan metode
kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek
pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan
penelitian ini lebih condong terhadap analisis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu dengan
studi kepustakaan (library research) adalah penelitian yang
dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tulis yang
berkaitan dengan permasalahan dalam kewarisan wasiat.

3. Tehnik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusunan mengambil dari
sumber-sumber informasi primer dan sekunder, baik yang
berkaitan langsung dengan pembahasan tentang penyelesaian
sengketa wasiat maupun yang ada relavansinya dengan masalah
yang ada dalam skripsi ini.

Adapun data primer tersebut yaitu hasil putusan tentang
sengketa wasiat antara ahli waris, sedangkan data sekundernya
diambil dari artikel-artikel atau karya tulis yang terkait dengan
masalah kewarisan wasiat.

4. Pengelohan Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis oleh penulis
dengan menggunakan tekhnik induktif yaitu menjelaskan
permasalahan-permasalahan  khusus yang  mengandung
pembuktian dan contoh-contoh fakta yang di akhiri dengan

menarik kesimpulan berupa pernyataan umum.
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5. Tehnik penulisan
Tehnik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

a. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN ¢ Sultan Maulana
Hasanuddin * Banten Tahun 2016.

b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur’an di kutip dari Al-Qur’an dan
terjemah yang di terbitkan oleh Departemen Agama RI
Tahun 2016.

c. Penulisan hadist dikutip dari sumber aslinya, namun apabila
terdapat kesulitan, maka diambil dari buku dimana Hadist

tersebut didapat.

. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini merupakan gambaran dari keseluruhan
skripsi ini, sehingga akan mudah untuk dipahami. Dalam
penulisan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 bab, yaitu :

Bab pertama pendahuluan, berisi tentang latar belakang
masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian/signifikansi penelitian, penelitian
terdahulu yang relavan, kerangka pemikiran, metode
penelitian,sistemtika pembahasan

Bab kedua kajian teoritis tentang kewarisan wasiat yang
pembahasanya meliputi definisi dan dasar hukum kewarisan
wasiat, syarat dan rukun kewarisan wasiat, problematika wasiat.

Bab ketiga deskripsi sengketa dalam putusan nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks yang pembahasanya meliputi sengketa
kewarisan dalam kompilasi hukum Islam, perkara sengketa
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putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, pokok dalam putusan
Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Bab keempat, analisis putusan nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks tentang gugatan pembatalan surat
wasiat oleh ahli waris yang berisi faktor sengketa putusan
Nomor  63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, penyelesaian  sengketa
kewarisan pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Bab kelima Penutup berisi tentang, kesimpulan dan

Saran — saran.



BAB |1
KAJIAN TEORITIS TENTANG KEWARISAN
WASIAT

A. Definisi dan Dasar Hukum Kewarisan Wasiat
1. Definisi Kewarisan Wasiat

Dalam literatur hukum Islam beberapa istilah tentang
hukum kewarisan Islam seperti: faraid, fikih, mawarist, dan
hukum al-waris, namun yang paling terkenal yakni faraid, kata
tersebut digunakan oleh An-Nawawi Dalam Kitab Fikih
Minhajal Al-Thalibin. Oleh Al-Mahally dalam komentarnya
atas Matan Manhaj, disebutkan alasan pengguna kata
tesebut.Lafazh faraidh merupakan jama’ dari lafazh faridhah,
yang mempunyai arti mafrudhah, sama artinya dengan
mugaddarah, yaitu suatu benda yang ditetapkan bagianya
secara jelas.

Sedangkan hukum mempelajari ilmu waris bisa dijelaskan
melalui hadist nabi :

“Pelajarilah al-qur’an dan ajarkanlah kepada orang-
orang, pelajarilah ilmu faridh dan ajarkanlah ilmu itu kepada
orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut
(wafat). Sesungguhnya ilmu ini akan dicabut dan akan timbul

fitnah hingga kelak ada dua orang yang berselsihan mengenai

2L Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,( Jakarta: Prenada Media,
2005), cetakan kedua, hal. 5

19
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pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan
perkara mereka (H.R Ahmad,Nasa’i, dan Daruquthni).?

Bisa disimpulkan bahwa dalam hadist itu keharusan
untuk mempelajari ilmu waris karena ilmu waris adalah ilmu
yang akan dicabut, hal ini juga sesuai dengan perkataan Syeikh
Abi Abdilah Muhammad dalam nadhomanya, bahwa ilmu yang
pertama kali di cabut di dunia adalah ilmu waris. Dengan
dicabutnya ilmu waris tentunya orang-orang tidak lagi memakai
aturan waris secara Syar’i yang sudah ditentukan dalam Al-
Qur’an dan Sunnah, akan terjadi perselisihan dalam pembagian
waris.

Secara tidak langsung hadist tersebut memberi hukum
kewajiban mempelajari ilmu waris yaitu fardhu kifayah, dimana
tidak semua orang wajib mempelajari ilmu waris akan tetapi
dalam satu perkumpulan harus ada yang mengerti tentang
kewarisan jika sama sekali tidak ada maka satu kampung
tersebut telah berdosa, karena hukumnya fardhu kifayah.?

Adapun sebab-sebab dan penghalang seeorang yang
mendapatkan harta warisan atau menjadi ahli waris yaitu ada
tiga penyebab seseorang menajdi ahli waris yakni perkawinan,
kekerabatan, dan sebab telah memerdekakan budak. Dan

penyebab penghalangnya seseorang menjadi ahli waris dan

22 Imam Al-Hafidz Dan Ali Bin Umar Ad-Daruquthni, Sunan Ad-
Daruquthni, Penerjemah : Muhammad Igbal Kadir, Besus Hidayat Amin (Ed),
(Pustaka Azzam : Jakarta 2008), hal.113

2 Yusuf Somawinata, llmu Faraidh, hal.4
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tidak mendapatkan harta warisan ada empat yaitu perbudakan,
pembunuhan, berbeda agama, dan berbeda negara.*

Masalah pembunuhan beberapa ulama berbeda pendapat
dalam hal ini, imam Syafi’i berpendapat bahwa pembunuhan
apapun itu jenisnya baik pembunuhan disengaja maupun tidak
disengaja atau semi sengaja, maka dihukumi tidak bisa
mewarisi, sedang madzab lainya Maliki, Hambali dan Hanafi
berpendapat bahwa jika pembunuhan tersebut tidak disengaja
atau semi sengaja, maka dihukumi sah untuk menjadi ahli waris.

IImu kewarisan juga mencakup dengan penjelasan
tentang wasiat, karena wasiat merupakan penjelasan bagaimana
mendapatkan harta warisan dengan cara wasiat, lafadh
“washaya” ( Ul ) adalah jamak dari lafadh “washiyah” (4=
), menurut syara’ wasiat ialah beramal karena Allah semata
dengan hak yang disandarkan kepada sesuatu barang sesudah
meninggal®

Menurut kamus ilmiah bahasa Indonesia wasiat adalah
hikmah; kesaktian; kekuatan magis; pesan terakhir orang yang
meninggal®

Ulama Figh mendefinisikan wasiat dengan ‘“Penyerahan
harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang

berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk

24 yusuf Somawinata, llmu Faraidh,hal.28

25 syeikh Syamsuddin, Fathul Qarib,hal.3

2% Dahlan Al Barry Dan Pius, Kamus llmiah Populer,(Arkola : Surabaya,
2007), hal.783
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materi maupun berbentuk manfaat.” Adapun wasiat sekalipun
akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi
hukumnya yang berlaku setelah orang yang berwasiat itu
wasfat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek
apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang
diberi wasiat.”’

Menurut Sayyid Sabiq wasiat adalah tindakan seseorang
yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki
sesuatu baik merupakan kebendaan maupun manfaat secara
sukarela tanpa imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan
sampai terjadi kematian orang yang menyatakan wasiat
tersebut®,

Pada pasal 171 huruf ‘a’ Kompilasi Hukum Islam buku
Il tentang hukum kewarisan, yang dimaksud wasiat adalah
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.?

Wasiat ada dua macam, yaitu wasiat ikhtiyariah dan
wasiat wajibah. Wasiat ikhtiyariyah adalah wasiat yang
pelaksanaaya dipengaruhi/bergantung kepada kemauan atau
kehendak dari orang yang memberi wasiat tersebut, baik dalam

hal jumlah yang diwasiatkan maupun bagi orang yang

2" Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, ( Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2015),Cetakan Kedua, hal.107

%8 Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid
Sabiqg, Penterjemah : Tirmidzi (Dkk), Am.Waskito (Ed), ( Jakarta : Pustaka Al-
Kautsar , 2015), Cetakan Ketiga, hal.955.

?° Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, hal.56
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menerima wasiat tersebut. Sedangkan wasiat wajibah adalah
wasiat yang diberikan pada walidain dan agrabin yang tidak
mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena
mereka dzawil al-arham maupun mahrum, yang orang tuanya
telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.*°

Berdasarkan beberapa definisi diatas, wasiat merupakan
suatu perkataan atau perintah si pewaris yang dilakukan semata
untuk mengharapkan ridha Allah, pemberian kepada seseorang
yang sudah di tunjuk untuk memegang suatu amanat baik secara
tertulis maupun lisan selain daripada ahli waris dengan
ketentuan jumlah wasiat tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta
warisan.

Status hukum wasiat para ulama fugaha berbeda
pendapat namun menurut jumhur ulama bahwa wasiat apa yang
tercantum dalam surat Al-Bagarah ayat 180 tentang kewajiban
mengeluarkan wasiat kepada orang tua dan karib kerabat
bukanlah termasuk fardhu ‘ain dan wajib, atas dasar
argumentasi :

a. Nabi Muhammad Saw. Tidak pernah menjelaskan hal itu
dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalanya.

b. Mayoritas sahabat tidak menjalankan wasiat dan tidak ada
yang mengingkarinya (ijma’ sukuti)

c. Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib

diserahkan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu

%0 yusuf Somawinata, llmu Faraidh,hal.133
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juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib

melaksanakanya. **

2. Dasar Hukum Kewarisan Wasiat

1. Al-Qur’an
Dalam ilmu kewarisan surat yang paling banyak
membahas tentang waris yaitu surat An-Nisa, dan pembahasan

Khusus wasiat terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 180

USU\AQMY\LAJMJSJH?SJJ\GQ A Ko )
L@Jﬂahjugu‘jd}um@ﬂum\déﬁcu
uu\e\.ma\ LYY szuus;esums &
(_,’_a..ay jJ’-IUAU—uJMMM)\ﬁ \du\ﬁu\ﬁ

X e .. 2
?SS L_\JB\ ?@_1\ UJJJJ \)[ ?SJLU\) 55_9\_1\; UJ.J _9\ L@_i
VY LS le (8 @ \u\‘m\ufom)s\.m
“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian

pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak
lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan
jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal
itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.

31 Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, hal.109
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Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”
(Q.S An-Nisa : 11)*

Ayat tersebut Allah menganjurkan untuk berlaku adil,
karena pada jaman jahiliah harta warisan diberikan kepada anak
laki-laki saja, sedangkan anak perempuan tidak sama sekali
mendapatkan harta warisan, maka dari Allah menurunkan ayat
tersebut untuk berlaku adil, akan tetapi Allah membedakan
yaitu bagian anak laki-laki sama seperti dua anak perempuan,
dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk
menafkahi dan beban biaya hidup daripada anak perempuan.
Pada ayat tersebut juga menjelaskan bahwa bagian anak
perempuan baik itu saudara jika lebih dari satu maka
mendapatkan dua pertiga.

Pada ayat tersebut juga menjelaskan tentang bagian
khusus bapak dan ibu, jika ibu dan bapak itu bersamaan dengan
anak ahli waris maka keduanya mendapatkan seperenam, jika
tidak bersama anak ahli waris maka bagian ibu itu sepetiga dan
bagian bapak itu ashobah bil-nafsi.*®

Adapun ayat yang menjadi dasar hukum wasiat yaitu
Surat Al-Bagarah ayat 180 dan Al-Maidah ayat 106.

DA d% ) L_UA\ Kaal Hias 1Y Rile (£

Gl e Ga Samdldl Gu i1 caalill Syl
YA«

% vYayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama
RLAI — Qr’an Dan Terjemahnya, Hal. 78

#Http://Www. Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-11.
Html, Diunduh Pada Hari Kamis, Tanggal 04 Agustus 2017.



http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-11.%20Html
http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-11.%20Html
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“ Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara
kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan
harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib
kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa "(Al-bagarah:180)*

Ayat diatas merupakan anjuran kewajiban untuk berbua
adil kepada ibu bapak dengan cara bewasiat kepadanya, namun
kewajiban tersebut dihapus oleh sebuah hadist tentang waris

riwayat Turmudzi yang artinya : “tidak ada wasiat kepada ahli

Al-Maidah : 106
Egall il Hias 13 R $ ke ol e
es‘)mwu\)a\cj\esuds.(/:\}duu\ jj‘un
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang
kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di
antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan
kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah
sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya
bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi
Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang
sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib
kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama RILAI
— Qr’an Dan Terjemahnya, hal.27

® Imam Jalaludin Al-Mahali Dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir
Jalalain, ( Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2003) Cetakan Kesembilan, hal.95
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Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk
orang-orang yang berdosa"( Al-maidah:106)

Ayat tersebut menceritakan sekaligus memerintahkan
kepada umat Islam agar melaksanakan wasiat pewaris jika
adanya wasiat, satu riwayat ada seorang nashrani bernama
Tamim dan ‘Adi dan bertemu dengan Bani Salim yang bernama
Badil bin Abi Maryam, badil ketika sebelum meninggal
bewasiat kepada Tamim dan °‘Adi bahwa hartanya untuk
diberikan kepada ahli warisnya, namun setelah meninggal dunia
harta tersebut dijual dan dibagi dua oleh Tamim dan ‘Adi,
setelah keduanya masuk Islam, maka mereka menyesali
perbuatan tersebut dan mengadukan kepada Rosulullah Saw,
dan mereka memberikan harta yang tersisa kepada ahli
warisnya.*’

2. Hadist

Sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an yaitu Sunnah
atau hadist yaitu segala sesuatu baik yang diucapakan,
perbuatan, atau penetapan yang dilakukan oleh nabi
Muhammad Saw. Pada kewarisan banyak sumber hadist yang

menjadi pedoman dalam ilmu waris diantaranya,
mwuf@ < J6 ;6 - °/ML5¢J JLi;g;\ga
L;ﬂ}@_e ;L \.@.l.hb st bjg.\)(._ujw
e ,«m (;J

% vYayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama
RILAI — Or’an Dan Terjemahnya, hal.125

3" Qamaradin Shaleh, Dkk, Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunya
Ayat-Ayat Al-Qur’an, ( Bandung : Diponegoro,1996), Cetakan Ke-XVIIl, hal.199-200
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Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallah bersabda: “berikan bagian-bagian warisan kepada
ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling
dekat”. (Muttafaq Alaih).*®

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah
Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang muslim
tidak berhak mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari
dua malam (hari), kecuali jika wasiat itu tertulis disisinya."
(Muttafaq ‘alaih)

Hadist ini berlawanan dengan ayat-ayat yang artinya

manusia tidak dapat ganjaran melainkan dari apa yang mereka
kerjakan, dan manusia tidak dibalas melainkan dengan apa yang
mereka kerjaka, maka dari itu tidak dapat dipandang hadist ini

yang shohih makananya™
mmuusjgju Juumw@yugwu}j

SHRRICE RSO GEe R Py
LA 85 (SStes &

“Dari Muadz lbnu Jabal Radliyallaahu ‘anhu bahwa
Rasulullah  Shallallaahu ‘'alaihi wa Sallam bersabda:
"Sesungguhnya Allah mengizinkan kepadamu bersedekah
sepertiga dari hartamu waktu kamu akan meninggal untuk
menambah kebaikanmu." Riwayat Daruquthni®

% 1bnu hajar Al-atsgalany, Terjemah Bulughul Maram, hal. 348
% |bnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram,,. hal.499-501
“0 1bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram,hal. 503
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Maksud hadist diatas bahwa Allah telah bershadagah
kepada kamu dengan mengizinkan kamu membuat wasiat
dibalas sepertiga daripada harta kamu, supaya jadi tambahan
didalam kebajikan-kebajikan**

. Ijma’

Para ulama madzab sepakat dalam menetapkan bagian
untuk ahli waris yaitu ada enam : seperdua (1/2), seperempat
(1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan
seperenam (1/6)*

Para mujtahid dan madzab juga mempunyai kesepakatan
dalam berpendapat mengenai masalah-masalah yang belum
dijelaskan dalam nash-nash al-qur’an maupun al-sunnah, seperti
masalah al-jaddu wal ikhwah, penambahan dan pengurangan
bagian para ahli waris dalam masalh aul dan radd, masalah
ghrrawain®

Para ulama telah sepakat bahwa pemberian wasiat
kepada ahli waris hukumnya haram, baik wasiat itu sedikit
maupun banyak, karena para ahli waris sudah mendapatkan
bagianya masing-masing, namun jikalau para ahli waris
menghendakinya maka para ulama juga sepakat untuk
memperbolehkanya,* sebagaimana hadist Nabi dari Ibnu Abbas

r.a pernah berkata bahwa Rosulullah bersabda :

* |bnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram,hal. 503

2 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madhzab, hal.550

* Suparman usam dan yusuf somawinata, figh mawaris, ,,, hal. 21

* Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Hukum Waris, h. 74
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Dari Abi Umamah Al-Bahiliyyi berkata : saya
mendengar Rosulullah SAW bersabda (sesungguhnya

Allah telah beri hak kepada tiap-tiap yang berhak, oleh
karena itu, tidak ada washiat bagi ahli waris)

P

Gl g - B ) s e KB G

B 833 (Bl el fﬁ‘ﬁ;) ; %Tésg :
“wasiat tidak boleh ditunjukan kepada salah satu
ahli waris, melainkan bila semua ahli waris menghendakinya”
(H.R Ad-Darquthni).®®
. Syarat Dan Rukun Kewarisan Wasiat
Menurut hukum Islam rukun mewarisi ada tiga yaitu :
pewaris, ahli waris, dan harta yang diwariskan milik pribadi ahli
waris.
Kompilasi hukum Islam menjelaskan pada pasal 171

huruf “b”, bahwa pewaris adalah

“orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama
Islam, atau dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan Agama
yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”

Sedangkan ahli waris yaitu orang yang berhak
mendapatkan harta waris baik dengan melalui hubungan

pernikahan, kekerabatan atau dengan pembebasan perbudakan®®

** |bnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, hal.501
% Fathur Rachman, Ilmu Waris, (Bandung : Al-Ma’arif, 1975),hal 36
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Mengenai harta yang diwariskan menurut Fathur
Rachman dalam bukunya IImu waris, ada empat jenis dalam
harta warisan atau disebut dengan tirkah yaitu :

Harta kekayaan yang memiliki harga nilai

Hak-hak atas kebendaan seperti hak irigasi pertanian
Hak-hak materil

Hak-hak kekayaan atas orang lain seperti hutang
piutang atau gadai dan semacamnya.

N S

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-
sayarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh
seseorang sesuai dengan kehendak syara’. Sayyid Sabiq
menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari
orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Kerena
menurutnya wasiat merupakan satu transaksi yang Si
pembuatnya boleh mengubahnya atau menariknya kembali,
kapanpun dia mau.*’

Menurut Muhammad Jawad Muhgniah rukun dan syarat
wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang
berwasiat (al musi), orang yang menerima wasiat (al-musalah),
barang yang yang di wasiatkan (al-musa bi), dan redaksi wasiat
atau ijab gabul (shighat).*®

Pada Kompilasi Hukum Islam, bila dijabarkan syarat
wasiat yaitu orang yang mewasiatkan sekurang-kurangnya

berusia 21 tahun, barang yang diwasiatkan harus milik sendiri,

hal. 957

" Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabig,

*8 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal. 504
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kepemilikan harta wasiat setelah pewasiat meninggal dunia,
wasiat dibatasi dengan junlah sepertiga (1/3) dari jumlah harta
warisan pewasiat boleh lebih dengan ketentuan semua ahli
waris menghendakinya, boleh berwasiat kepada ahli waris
dengan ketentua mendapat ijin dari semua ahli waris, dan wasiat
itu harus jelas ditunjukan kepada siapa baik secara lisan maupun
tulisan.*

Adapun penjelasan dalam rukun dan syarat wasiat dapat
di uraikan sebagai berikut :

1. Orang Yang Berwasiat (Al-Mushi)

Para ahli hukum sepakat bahwa orang yang berwasiat
adalah pemilik yang sah hak pemilikanya terhadap orang lain.
Menurut imam Hanafi orang yang berwasiat harus memiliki
keahlian dalam memberikan wasiat kepada orang lain dengan
kata lain orang tersebut mengerti tentang hukum wasiat.
Diantara keahlian tersebut yakni dewasa, berakal sehat, tidak
mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak
bercanda dan tidak ada paksaan dalam berwasiat.

Para ahli hukum berselisih mengenai wasiat anak kecil
namun sudah mumayiz. Para imam madzab Maliki, Hambali
dan Syafi’i memperbolehkan wasiat anak kecil yang sudah
mumayiz dengan ketentuan anak tersebut sudah berusia sepuluh
tahun penuh, hal ini para imam madzab melihat dari khalifah
Umar yang memperbolehkanya anak kecil yang berusia sepuluh
tahun penuh untuk melakukan wasiat. Sedangkan madzab

Hanafi wasiat anak kecil yang sudah mumayiz itu tidak boleh,

* Kompilasi Hukum Islam, pasal 194 jo 195
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kecuali wasiat itu sangat penting dalam hal sangkut paut dengan
kematian dan penguburan.*

Berbeda dengan orang yang idiot atau lemah akalnya,
Sayyid Sabig mengemukakan pendapatnya bahwa wasiat orang
idiot, ayan namun sewaktu-waktu ia sadar maka wasiat itu
diperbolehkan dan sah.Para imam Madzab maliki, Hambali, dan
Hanafi Dberpendapat bahwa wasiat yang hilang akal atau
kesadaranya itu sah sedangkan imam Syafi’i tidak sah kecuali
hilang kesadaranya itu karena mabuk.™

Dalam masalah status atau syarat orang yang berwasiat
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 194 bahwa orang yang
yang berwasiat itu adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21
tahun, berakal sehat dan tanpa daya paksaan. **

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, bahwa syarat
pewasiat yaitu orang yang memiliki harta sendiri, baligh berusia
21 Tahun, mengerti dan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

2. Orang Yang Menerima Wasiat (Al-Musho Lahu)

Syeikh Syamsuddin dalam kitabnya Fathul Qarib
memberikan penjelasan tentang syarat kepada orang yang
menerima wasiat yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka dan
dapat dipercaya. Menurutnya syarat dapat dipercaya yaitu
seseorang itu amanat dan amanat tersebut menurut syeikh

Syamsuddin sudah mewakili dari sifat adil, oleh karena itu jika

50 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal.506
> Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal.507
%2 Kompilasi Hukum Islam, pasal 194
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seseorang yang diwasiatkan berlawanan dengan sifat adil atau
amanat maka wasiat itu tidak sah. .**

Para ahli hukum sepakat bahwa orang atau badan yang
menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum
dapat di pandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.
Kesepakatan tersebut sesuai dengan hadist rasulullah SAW
yang diriwayatkan oleh at-Tirmizy bahwa tidak ada wasiat
kepada ahli waris , hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 195 ayat 3,yang berbunyi “wasiat kepada
ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris™*

Bisa disimpulkan bahwa syarat penerima wasiat, yaitu :
Berakal

Baligh atau sudah dewasa

o &

o

Dapat dipercaya
d. Bukan ahli waris yang memberikan wasiat
e. Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat
meinggal, baik meninggal secara benar-benar maupun
secara perkiraan.
f. Penerima wasiat tidak membunuh orang yang mewasiat.
Barang Yang Diwasiatkan
Semua madzab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan
haruslah bisa dimiliki, seperti harta atau bangunan rumah dan
kegunaanya. Jadi tidak sah mewasiatkan benda yang menurut

kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang

5% Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi’i, Fat-hul Qarib, Penterjemah : Imron

Abu Umar, (Menara Kudus : Kudus, 1983), Jilid 2, hal 19-20

> Kompilasi Hukum Islam, pasal 195
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serangga, atau tidak dimiliki secara syar’i seperti minuman

keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim, sebab wasiat

identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa
dilakukan, berarti tidak ada wasiat.”®

Boleh berwasiat dengan barang yang berwujud maupun
tidak berwujud seperti bwerwasiat pohon yang belum berbuah
atau berwasiat air susu yang masih di tubuh sapi.>®

Syarat harta yang diwasiatkan, yaitu:

a. Objek yang diwasiatkan berupa semua harta yang bernilai,
baik berupa barang ataupun manfaat, piutang dan manfaat
seperti tempat tinggal.

b. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari
harta peninggalan.

c. Harta yang diwasiatkan harus milik sendiri atau pewasiat.

d. Harta yang diwasiatkan bisa dimiliki setelah pewasiat
meninggal dunia.

e. Wasiat yang berupa suatu benda atauapun kemanfaatanya
harus diberikan jangka waktu tertentu.

f. Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak bila
mengalami kerusakan terjadi pewasiat belum meinggal
dunia, maka penerimaan wasiat yaitu sisa barang yang

belum rusak. ®’

> Muhammad Jawad Mughniyah,Figh Lima Madzab, hal.511
°® Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi’i, Fat-hul Qarib, hal.17
> Mardani,Hukum Kewarisanlslam Di Indonesia, hal.113-115
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4. Redaksi wasiat (shigat)

Tidak ada redaksi khusus untuk wasiat. Wasiat sah
diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap
menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah
meninggal. Pada hakikatnya redaksi wasiat itu hanya perlu
membutuhkan suatu ucapan yang bisa dipahami baik berupa
lisan maupun tulisan asalkan masih dalam ketentuan syariat
Islam, sebagaimana contoh “aku mewasiatkan barang anu untuk
st fulan”, maka ucapan tersebut sudah menyatakan wasiat tanpa
harus ditambahi dengan perkataan “sesudah aku meninggal”.58

Menurut madzab Hanafi, dalam wasiat hanya diperlukan
pernyataan pemberi wasiat dari pemilik harta yang akan wafat.
Kerena menurut mereka, wasiat adalah akad yang pihak yang
berwasiat, sedangkan bagi pihak yang menerima wasiat, akad
ini tidak bersifat emngikat. Mereka menyamakan antara hak
yang akan diterima melalui warisan dan melalui wasiat, yaitu

hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia.*

. Problematika Wasiat
1. Wasiat Kepada Ahli Waris

Untuk memperjelas dengan permasalahn ini ada hadist
nabi yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris itu tidak
boleh, sebagaimana sabda Nabi :

%8 yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh, hal. 64
%9 Mardani,Hukum Kewarisanlslam Di Indonesia, hal.115
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“Abu Umamah berkata: saya mendengar Rosulullah
saw, bersabda dalam satu khutbahnya pada tahun haji wada’:
sungguh allah telah memberikan hak kepada setiap yang
berhak. Karenanya tidak ada wasiat bagi orang yang mendapat
warisan” (HR Al-Tirmidzi).*®
Mengenai boleh tidaknya seseorang memberikan wasiat
kepada ahli warisnya, para fugaha berbeda pendapat, namun
lebih condong kepada tidak membolehkan. Salah satu fugaha
yang membolehkan wasiat kepada ahli waris yaitu Syiah
Imamiyah bahwasnya berpendapat boleh wasiat kepada ahli
waris sekalipun tidak mendapat ijin dari ahli waris lainya.
Pendapat ini atas dasar surat Al-Bagarah ayat 180, dimana
dalam ayat tersebut menjelaskan anjuran berwasiat kepada
orang tua, orang tua adalah sebagai ahli waris dengan begitu
tentunya di perbolehkanya memberikan wasiat kepada ahli
waris. Dalam ayat tersebut juga syiah Imamiyah berpendapat
bahwa ayat tersebut tidak boleh di naskh oleh ayat maupun
hadist.”*
Sedangkan para ulama empat madzab sepakat bahwa
wasiat kepada ahli waris itu tidak diperbolehkan, namun dengan
ketentuan jika semua ahli waris mengizinkan maka tidak

menuntut kemungkin diperbolehkanya wasiat kepada ahli waris.

% bnu Hajar Al-Asgalani, Bulughul Maram,,hal.501
%1 Yusuf somawinata, llmu Faraidh,hal.67
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Pendapat tersebut berdasarkan hadist nabi yang diriwayatkan
oleh al-daruquthni, bahwa tidak ada wasiat kepada ahli waris
melainkan jika semua ahli waris menghendakinya.®

Berdasarkan hukum formilnya wasiat kepada ahli waris
menurut KHI pada pasal 195 sejalan dengan pendapat para
empat madzab yaitu wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila
disetujui oleh semua ahli waris menyetujuinya, jadi jika Cuma
salah satutunya saja maka itu tidak kuat hukumnya, bisa jadi
wasiat itu menjadi batal.®
. Wasiat kepada kerabat
a. Wasiat kepada kerabat muslim

Sebenarnya masalah wasiat kepada kerabat muslim itu
tidak dipermasalahkan namun yang dipermasalahkan adalah
masalah jumlah wasiat yang dikeluarkan si pewaris, apakah
pewaris memberikan wasiat hartanya sesuai dengan syariat
Islam, wasiat kepada kerabat apalagi sesama muslim karena
semua muslim di dunia ini adalah saudara. Sebagaimana yang
telah dikutip oleh Yusuf Somawinata dalam bukunya beberapa
ulama diantaranya lbnu Hazm, Thalhah, Zubair, Abdullah Bin
Auf, Thawus Dan Al-Sya’bi Berpendapat bahwa wasiat itu
hukumnya wajib kepada kerabatnya yang bukan ahli waris,
sebagaimana penjelasan dari surat Al-Maidah ayat 106 dan
hadist nabi yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim bahwa
wasiat tidak ada yang mengingkari pada jaman Rosulullah

SAW. Sedangkan imam yang empat dan Zaidiyah berpendapat

%2 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal.507
%% Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam,hal.62
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bahwa wasiat itu tergantung pada situasinya yaitu hukumnya
bisa wajib, sunnah, makruh, dan haram. Wajib apabila pada
seseorang itu ada hak-hak menurut syara’ dikhawatirkan tidak
dapat dilaksanakan tanpa diwasiatkan, sunah apabila ada
kerabatnya yang muslim miskin dan orang-orang shaleh,
makruh bagi pewaris yang mempunyai harta sedikit namun dia
juga mempunyai ahli waris yang banyak, haram apabila
diberikan kepada ahli waris atau digunakan untuk membangun
tempat ibadah non muslim atau tempat maksiat.**
b. Wasiat Kepada Kerabat Kafir

Semua madzab sepakat bahwa seorang kafir dzimmi
yaitu orang kafir yang tidak memerangi orang muslim, itu boleh

berwasiat kepada orang muslim, hal ini atas dasar firman Allah :

o B ‘;Jf— ‘J)S-LJ 55)-’5 (r 55 U u—’ﬂi"
&y salall 4 Shlya PATR

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan
berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu
karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ”

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan
sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena
agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu
(orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan

% yusuf somawinata, llmu Faraidh,hal. 63
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mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang
zalim.”(QS. Al-Mumthahanah : 8-9)%°

Ayat diatas berkenan dengan peristiwa yang
menegaskan bahwa Allah tidak melarang berbuat baik kepada
orang kafir yang tidak memusuhinya seperti kafir dzimi, dalam
satu riwayat diceritakan bahwa suatu hari bekas istri Abu Bakr
waktu jama jahiliah berkunjung kepada anaknya ‘Asma binti
Abi Bakr dengan membawa bingkisan, namun ‘Asma menolak
bingkisan tersebut dan tidak memperkenankan masuk ke
rumahnya, lalu Aisyah bertanya kepada Rosulullah, dan
Rosulullah memerintahkan untuk menerimanya dengan baik®®

Namun perbedaan pendapat wasiat kepada orang kafir
kharbi yaitu orang kafir yang memerangi muslim, hal ini
madzab Maliki, Hambali dan mayoritas Syafi’i bahwa wasiat
kepada kafir kharbi juga sah, sedangkan madzab Hanafi dan
Imamiyah berpendapat tidak sah, semuanya atas dasar ayat
diatas, namun berbeda dalam penafsiran yang membuat para
madzab tersebut berbeda pendapat.®’

3. Wasiat wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaanya tidak
dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau
kehendaksi yang meninggal dunia. Wasiat yanag sifatnya
keharusan, meskipun tidak diucapakan, maka wassiat tersebut

% Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama
RILAl — Or’an Dan Terjemahnya, hal.550

% Qamaradin Shaleh, Dkk, Asbabun Nuzul Latar Belakang Histori Turunya
Ayat-Ayat Al-Qur’an, ( Bandung : Diponegoro,1996), Cetakan Ke-XVIIl,hal.516

87 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal.508
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jatuh, tetapi pelaksanaanya memerlukan bukti berdasarkan
hukum yang membenarkan bahwa wasiat itu harus
dilaksanakan®

Para ulama dalam menaggapai masalah wasiat wajibah
memakai tafsiran dari suart Al-Bagarah ayat 180 yang
menyatakan bahwa ayat tersebut tidak dihapus dalam segi
hukumnya namun ayat tersebut memberikan pedoman hukum
bahwa adanya wasiat wajibah, dan ayat tersebut merupakan ayat
muhakamah yang tidak bisa dinasakh oleh ayat-ayat apapun
meskipun ayat tersebut tentang waris maupun dinasakh oleh
hadist tentang waris.

Menurut Al-Qurthubi sebagaimana telah dikutip oleh
Yusuf Somawinata bahwa Al-Qurthubi berpendapat ayat 180
adalah muhakamah. Lahirnya ayat umum dan artinya Khusus,
yaitu bagi walidain yang tidak menerima harta warisan, seperti
keduanya kafir atau hamba sahaya, atau bagi kerabat yang tidak
termasuk ahli waris.”

KHI memberikan pandangan tentang wasiat wajibah
pada pasal 185 dan 209. Bahwa dalam kedua pasal tersebut
menjelaskan orang-orang yang termasuk ahli waris namun
terhalang atau tidak mendapatkan warisan seperti anak dari
orang tua yang meninggal namun belum dibagikan bagian
warisanya dan anak angkat, mereka diberikan konpensasi

% Suparman dan Yusuf, Figh Mawaris, hal.163
% Yusuf Somawinata, llmu Faraidh, Hal 134
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berupa wasiat wajibah dengan ketentuan hanya mendapatkan
1/3 dari harta warisan tidak boleh melebihi dari 1/3.

Cara penyelesaian kasus warisan yang didalamnya
terdapat wasiat wajibah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang
telah dikutip oleh Yusuf Somawinata dalam bukunya, Contoh
seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris ibu
(A), bapak (B), 2 orang anak laki-laki (C&D), dan seorang cucu
perempuan dari anak laki-laki (E).

1) Tentukan bagian masing-masing.

Ahli waris furudh
Bapak (A) 1/6
Ibu (B) 1/6
Anak laki-laki (C,D) Ashobah
Cucu perempuan dari Ashobah
anak laki-laki (E)

Asal masalahnya 6, karena 4 tidak bisa dibagi oleh tiga
orang ( 2 anak laki-laki dan cucu perempuan), maka di tashih

menjadi 18.
A=1/6x18=3
B=1/6x18=3

CD,&E=4/6x18=12
2) Memberikan bagian penerima wasiat wajibah (E) yaitu 4/18.
3) Memberikan sisa kepada ahli waris lainya.

A:1/6 x 14/18 = 14/108 = 7/54 tirkah.

0 Kompilasi Hukum Islam, pasal 185 jo 209
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B :1/6 x 14/18 = 14/108 = 7/54 tirkah.
C & D : 4/6 x 14/18 = 56/108 = 28/54 tirkah.”*
4. Pembatalan Wasiat

Dalam pewarisan adanya sesutu yang menghalangi
menjadi ahli waris, hal-hal yang dapat menghilangkan hak
seseorang salah satunya yaitu pembunuhan.Imam Malik dan
Syafi’i berpendapat bahwa sah mewasiatkan kepada orang yang
membunuhnya baik pembunuhan itu di sengaja maupun tidak
disengaja, madzab Hanafi mengesahkan wasiat tersebut dengan
syarat ahli waris mengijinkan atau menyetujuinya, tetapi
madzab Hambali berpendapat bahwa wasiat tersebut sah dengan
ketentuan setelah terjadinya luka yang membawa kepada
kematian pewasiat , tapi wasiat itu batal jika pembunuhan
terjadi sesudah wasiat di ucapkan. Madzab Imamiyah sejalan
dengan memberikan pendapat bahwa wasiat itu sah atas dasar
firman Allah SWT : “setelah dikurangi wasiat yang
diwasiatkan atau hutang” mencakup si pembunuh dan orang-
orang lain.”

Pada KHI pembatalan wasiat dijelaskan pada pasal 197
jo 198, dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa wasiat
menjadi batal dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penerima wasiat membunuh atau mencoba membunuh
dengan kekerasan kepada pewasiat.
b. Menfitnah pewasiat yang membuat pewasiat dijatuhi

hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.

b yusuf Somawinata, llmu Faraidh, hal. 145
72 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal. 511
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c. Memalsukan surat wasiat.

d. Penerima wasiat tidak mengetahui isi wasiat sampai
pewasiat meinggal dunia.

e. Penerima wasiat menolaknya.

f. Penerima wasiat tidak memberikan pernyatan untuk
menerima atau menolak wasiat tersebut.

g. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan rusak
atau musnah. "

Jadi untuk mendapatkan harta warisan bukan hanya ahli
waris saja namun orang lain meskipun bukan dari saudara jauh
tapi bisa mendapatkan harta warisan tersebut dengan melalui
jalur wasiat dan dengan ketentuan wasiat yang diberikan oleh
pewaris tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisanya.

Wasiat kepada orang lain namun orang tersebut adalah
bukan orang Islam itu di perbolehkan dengan sayarat orang
tersebut adalah kafir dzimi yaitu kafir yang tidak pernah
menyerang atau membenci agama Islam, bukan kafir kharbi
yaitu orang non-muslim yang menyerang dan membenci agama

Islam.

® Kompilasi Hukum Islam, pasal 197 jo 198
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DESKRIPSI SENGKETA PADA PUTUSAN
NOMOR 63/Pdt.G/2012/PTA.MKks

A. Sengketa Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam
pada Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Sengketa merupakan dimana salah satu pihak berbeda
pendapat dan salah satunya merasa dirugikan kemudian rasa
ketidakpuasan tersebut disampaikan ke pihak kedua atau bisa
disebut dengan Pengadilan untuk mengajukan gugatan.
Sengketa tidak pernah luput dengan adanya konflik dimana ada
sengketa pasti ada konflik antara dua pihak atau lebih.

Menurut nurmaningsih yang dimaksud sengketa ialah
perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian
karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam perjanjian.™

Islam mengajarkan ketika terjadi adanya konflik yang
mengakibatkan sengketa hak milik yaitu dengan jalan
musyawarah atau mediasi, adapun mediasi yang dipakai solusi
Islam yaitu dengan as-sulh dan at-tahkhim.

Adapun yang dimaksud as-sulh adalah ajaran Islam yang
lebih  menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau

konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaa-

" Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
Di Pengadilan, ( Rajawali Pers : Jakarta, 2012), Cetakan Ke-2, hal.13
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perbedaan yang menjadi akar perselisihan, dalam konteksnya
para pihak yang berselisinh untuk mengikhlaskan kesalahan dan
saling memaafkan.”

Sedangkan at-tahkhim adalah dua orang atau lebih yang
mengtahkhimkan kepada seseorang diantara kedua bilah pihak
untuk berdamai dalam sengketanya dan diterapkan hukum
syara’ atas sengketa mereka.”

Kompilasi Hukum Islam adalah sumber hukum pada
Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah
bidang hukum, sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum
Islam terbagi menjadi tiga buku, buku 1 tentang hukum
perkawinan, buku Il tentang hukum kewarisan, bukum Il
tentang hukum perwakafan.

Sebagaimana pada UU No.7 Tahun 1989 Pasal 49
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berweanang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan
hukum Islam

c. Wakaf dan shadagah’

’® Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata
Di Pengadilan, hal. 119

76 Zakaria Syafei, Negara Dalam Perspektif Islam, (Jakarta : Hartomo Media
Pustaka, 2002), hal.27

" UU. No.07 Tahun 1989 pasal 49
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Mengenai apabila dalam perkara tersebut terjadi adanya
sengketa atau hak milik antara kedua bilah pihak, pada UU
Nomor 7 Tahun 1989 pasal 50 bahwa perkara orang Islam yang
mengandung unsur sengketa atau hak milik maka , maka
terlebih dahulu diselesaikan di Peradilan Umum, namun
undang-undang tersebut sudah direvisi dengan Undan-Undang
No. 03 Tahun 2006 pasal 50 yaitu apabila terjadi sengketa hak
milik sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) yang subjek
hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek
sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-
sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49."

Maksud dari pasal 50 UU No0.03 Tahun 2006 bahwa
apabila sengketa tersebut masih dalam antara orang yang
beragama Islam, maka pengadilan agama yang berwenang, akan
tetapi jika adanya perbedaan agama, maka Peradilan Umum
yang berwenang, begitu juga jika sengketa tersebut objek
sengketanya mengandung unsur kriminal, maka yang
berwenang vyaitu Peradilan Umum terlebih dahulu dan
selanjutnya di serahkan kepada Pengadilan Agama. Pada
Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan terdapat pada buku
ke-dua yang membahas dari pasal 171 jo 214, jika melihat dari
putusan nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks yang menjadi
sengketa adalah karena adanya wasiat yang dibuat tanpa

sepengetahuan dari pihak ahli waris lainya.

78 UU.N0.03 Tahun 2006 Pasal 50
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Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada
pasal 194 jo 214, adapun syarat-syarat wasiat menurut
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada passal 194 jo 195 bila
disimpulkan sebagai berikut :

1. Berakal sehat

2. Dewasa

3. Suka rela tanpa adanya paksaan

4. Dua orang saksi

5. Adanya bukti tertulis seperti surat akta wasiat dari notaris

6. Harta yang dikeluarkan sepertiga dari harta warisan, jika
lebih harus adanya persetujuan dengan pihak ahli waris
lainya

7. Wasiat kepada ahli waris diperbolehkan jika semua ahli
waris menyetujuainya

8. Harta wasiat bisa dimiliki setelah pewasiat meninggal
dunia”

Pada putusan tersebut ada beberapa poin yang
bertentangna dengan kompilasi hukum Islam yakni pada poin 2
bahwa pewaris meninggalkan harta warisan yang belum
dibagikan sebuha bidang tanah seluas 4.842 M2 yang terletak di
kelurahan Caile, Kec. Ujungbulu, Kab. Bulukamba, dan tanah
tersebut ternyata sudah diwasiatkan kepada salah satu anaknya

yang bernama Musakkir Husing dan pada poin 3 disebutkan

" Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 Jo 195
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pada putusan tersebut bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh
Musakkir Husing sebelum pewaris meninggal dunia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta wasiat bisa
menjadi hak milik setelah pewasiat meninggal dunia,
sebagaimana pasal 171 huruf “f” :

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah
pewaris meninggal dunia.®’

Dari penjelasan diatas jelas bahwa wasiat tersebut sudah
menyimpang dengan Kompilasi Hukum Islam yang sebagai
sumber penyelesaian dalam masalah-masalah antara orang yang
beragama Islam, yaitu menyimpang pada pasal 194 dan pasal
195 vyaitu harta tersebut dikuasai sebelum pewaris meninggal

dunia.®

. Perkara Sengketa Pada Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012
IPTA. Mks

Pada putusan tersebut poin ketiga halaman tiga
penggugat menyatakan :

Bahwa tanah warisan tersebut, dikuasai oleh tergugat
sejak tahun 2003 sampai sekarang dan tergugat tetap

mempertahankanya dan mengklaim sebagai hak miliknya

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171
8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 194 jo 195
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dengan alasan hibah atau wasiat dari H. Husing bin
Mattengngai (pewaris)

Sebelumnya penggugat sudah mengajukan permohonan
pembatala surat wasiat karena wasiat tersebut yang diberikan
kepada Musakkir Husing tidak dimintai persetujuan terlebih
dahulu kepada Mansur Husing, namun permohonan pembatalan
tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Agama
Bulukamba-Semarang.

Islam memperbolehkan wasiat tapi jika wasiat tersebut
sampai merugikan ahli waris maka wasiat tersebut tidak
diperbolehkan demi hukum, sebagaiman hadist nabi yang
diriwayatkan dari sahabat nabi Sa’ad bin Waqas, Rosulullah
bersabda yang artinya :

Sesungguhnya meninggalkan ahli waris dalam keadaan
kaya itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam
keadaan meminta-meminta (Muttafaq ‘Alaih)

Hadist tersebut jelas Rosulullah melarang dan
menganjurkan kepada orang tua untuk berlaku adil dan
meninggalkan ahli waris dengan baik tidak menjadi sengsara.

Berikut beberapa poin sengketa yang menjadi konflik
dalam putusan yaitu pertama sengketa hak milik, sengketa harta
warisan yang belum dibagikan, ketiga sengketa pembatalan
surat wasiat, dan keempat sengketa harta wasiat yang melebihi

sepertiga dari harta warisan.
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Perkara pada putusan tersebut yaitu perkara tentang
pembatalan surat wasiat, majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama menimbang bahwa akta surat wasiat tersebut keliru
karena keduanya mempunyai hubungan sebab akibat yang erat
yaitu adanya unsur subjektif pewasiat kepada salah satu ahli
warisnya yang bernama Mansur Husing.

Pembatalan wasiat pada Kompilasi Hukum Islam
dijelaskan pada pasal 197 :

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia
meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk
menerimanya

c. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah
menyatakan  menerima atau menolak sampai ia
meninggalnya pewasiat.®?

Jika dilihat dari putusan tentang duduk perkaranya
penggugat merasa keberatan dengan keputusan Pengadilan
Agama yang mengesahkan surat wasiat tersebut, penggugat
merasa dalam pengadilan tersebut telah adanya kecurangan
dengan mejelis hakim Pengadilan Agama sehingga penggugat

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makasar.

82 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 197
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Pada permohonan penggugat dijelaskan pada putusan
tersebut bahwa penggugat menginnginkan putusan tersebut
digagalkan dan surat wasiat tersebut dinyatakan tidak sah.

Jika melihat dari putusan dan dihubungkan dengan
Kompilasi Hukum Islam, jelas penulis bersepandapat dengan
penggugat bahwa surat wasiat tersebut harus dibatalkan karena
pihak penggugat yang tidak lain adalah ahli warisnya tidak
mengetahui tentang adanya wasiat tersebut sedangkan dalam
Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat kepada ahli waris
diperbolehkan sepanjang tidak melebihi seperetiga harta
warisan dan semua pihak ahli waris lainya menyetujui, hal ini
jelas pada pasal 195 ayat (3) bahwa wasiat kepada ahli waris

diperbolehkan hanya berlaku disetujui oleh semua ahli waris.®®

. Pokok Putusan Pada Nomor 63/Pdt.G/2012/Pta.Mmks

Pada putusan tersebut majelis hakim tidak sependapat
dengan putusan yang dibuat oleh pengadilan agama tingkat
pertama, dengan alasan hakim pengadilan agama tingkat
pertama hanya melihat perbuatan hukum itu dari segi legal
formalnya saja. Tanpa melihat latar belakang yang mendorong
terjadinya perbuatana hukum

Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pewaris

yang bernama H.Husen alias Husing sebelum meninggal dunia

8 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195
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dalam keadaaan sehat wal afiat telah membuat pernyataan
wasiat kepada salah satu anaknya yang bernama Muzakkir
Husing pada tanggal 5 juli 2002.

Isi dari wasiat tersebut bahwa husing telah mewasiatkan
sebidang tanah seluas 4848 m2 kepada Muzakkir Husing, dan
dalam isi wasiat tersebut ternyata adanya yang melatar
belakangi terjadinya konflik yaitu pewaris atau pewasiat
menyimpan rasa kebencian kepada salah satu anaknya yang
bernama Mansur Husing, mungkin jika pewaris tidak
menyimpang kebencian maka hal tersebut tidak akan pernah
terjadi.

Jadi pada dasarnya pokok putusan  Nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks tersebut yaitu adanya sebuah wasiat
yang tidak diketahui oleh ahli waris.

Dalam Islam segala sesuatunya harus diawali dengan
permusyawaratan, sebagaimana para nabi dan para sahabat
selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah atau akan
menyatakan sesuatu, karena dengan musyawarah itu akan
terjalinya silaturahmi yang erat dengan para pihak sehingga
dapat mencegah adanya sebuah konflik.

Sebagaimana Quraish Shihab menyatakan dalam
bukunya bahwa musyawarah bagaikan lebah dan lebah itu
menghasilkan sebuah madu, sedangkan lebah adalah mahluk

hewan yang paling disiplin. Kerjasamanya, makananya sari
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kembang yang menghasilkan madu, seperti itulah makna
musyawarah dan tidak heran nabi muhammad menyamakan

manusi dengan lebah.®*

8 Sanusi, Skripsi Musyawarah Kolektif Dalam Perspektif Hukum Islam,
STAI Sultan Maulanan Hasnuddin Banten : 1999,hal 20



BAB IV
ANALISIS HASIL PUTUSAN NOMOR
63/Pdt.g/2012/PTA.MKs,
TENTANG GUGATAN PEMBATALAN SURAT
WASIAT OLEH AHLI WARIS

A. Faktor Sengketa Dalam Putusan Nomor 63/Pdt. G/2012
/IPTA.MKks

Sebagai dasar untuk menjelaskan dalam pembahasan ini,
penulis  telah  menganalisis  hasil  putusan ~ Nomor
63/Pdt.g/2012/PTA.Mks, yang berkaitan dengan sengketa
wasiat yang digugat oleh beberapa pihak ahli waris, agar lebih
mempermudah dalam melakukan pengkajian faktor-faktor yang
menyebabkan penerima wasiat di gugat dan bagaimana upaya
penyelesaianya dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama
Makasar yang terdaftar dalam Nomor 63/Pdt.g/2012/PTA.MKs.

Untuk memperjelas pembahasan penulis memaparkan isi
dalam putusan tersebut yang berkaitan dengan pembahasan
sengketa wasiat yang digugat :

- Nomor register 63/Pdt.g/2012/PTA.Mks, dengan identitas
para pihak sebagai pembanding/penggugat adalah ahli waris
dari H.Husen Mattengngai sebagai pewaris atau pembuat
wasiat dan selanjutnya tergugat/terbanding adalah juga ahli
waris yang mendapatkan wasiat dari H.Husen Mattengngai
sebagai pewaris atau pembuat wasiat, yaitu Mansur Husing
sebagai penggugat dan Muzakkir Husing sebagai tergugat.

- Kedua para pihak merupakan anak kandung dari H.Husen
Mattengngai yang meninggal dunia pada Tahun 2003,
semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan

55
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bernama Suraedah binti Pajalah yang meninggal dunia pada
Tahun 1976 dan meninnggalkan dua orang anak sebagai ahli
waris yaitu penggugat dan tergugat

- Setelah pewaris meninggal dunia ada harta warisan yang
belum dibagi yaitu tanah perumahan seluas 4842 M2, dan
tanah tersebut sudah dikuasai oleh tergugat atau terbanding
dengan alasan karena wasiat dari pewaris, bahwa tergugat
telah menjual sebagian tanah tersebut dan penggugat tidak
mengetahui tentang wasiat tersebut.

- Wasiat tersebut telah didaftarkan oleh tergugat dengan
Nomor Register 114/AH/BLK/1X/2002 Tanggal 26
September 2002

- Sebelum mengajukan jalur litigasi penggugat sudah
mencoba dengan jalur perdamaian namun tidak ada hasil.

- Sebelumnya penggugat mengajukan gugatan kepada
pengadilan agama tingkat pertama di bulakamba dengan
Nomor Register 416/Pdt.G/2011/Pa.Blk, tentang gugat
permohonan surat wasiat untuk dibatalkan, namun gugatan
tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tingkat Pertama di Bulakamba

- Setalah majelis hakim memutuskan tentang gugatanya,
bahwa permohonan pembatalan wasiat tersebut ditolak,
penggugat menagajukan permohonan banding atas ketidak
puasan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama di
Bulakamba.

- Adapun surat akta wasiat tersebut pada pokoknya berisi
sebagai berikut :

“saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haji Husing

Umur : 69 tahun

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jalan Monginsindi No.37

Kab. Bulukamba
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Dengan ini menerangkan bahwa selama perkawinan

dengan istri saya yaitu Ny. Suraeda telah dikaruniai dua orang

anak :

Yaitu :

Musakkir Husing

Mansur Husing

Dengan ini membuat pernyataan bahwa :

1. Saya menghibahkan sebidang tanah hak milik saya Nomor
110/ Caili seluas 4842 M2 ( empat ribu delapan ratus empat
puluh dua meter persegi) tepatnya di jalan Matahari, kepada
anak saya yang bernama Musakkir Husing. Untuk itu
Musakkir Husing lah yang berhak atas tanah tersebut

2. Terhadap anak saya yang bernama mansur saya menyatakan
bahwa :

a.

b.

Saya tidak pernah mengakui perkawinanya dengan
istrinya sekarang yang bernama sukma binti zainuddin;
Selama anak saya mansur tersebut tidak menceraikan
istrinya tersebut, maka saya tidak akan pernah
memberikan harta kepadanyadalam bentuk apapun;
Apabila sampai saya meninggal dunia mansur tidak juga
menceraikan istrinya tersebut, maka dia tidak akan
mendapatkan warisan dari saya. Demikian surat
pernyataan ini saya buat atas kesadaran saya sendiri
tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
Bulukamba, 5 juli 2002
yang membuat pernyataan,
ttd
H.Husing

Jika melihat dari hasil putusan tersebut kedua bilah

pihak saling mempertahankan pendapatnya dan keduanya saling

kuat untuk bisa memenangkan perkaranya, baik penggugat dan

tergugat tidak mau mengembalikan permasalahanya kembali

kepada ketentuan syariat Islam yang Allah tetapkan dalam Al-
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Qur’an, padahal sebagai umat Islam menjadi sebuah keharusan
dalam mentaati syariat Islam, seperti dalam masalah kewarisan

Rosulullah bersabda :

@
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“Dari Abdullah bin Umar, “sesungguhnya Rosulullah
Saw. Bersabda, “harta warisan yang telah dibagikan di masa
jahiliyyah, maka sesuai dengan pembagaian di masa jahiliyah
itu sendiri, sementara harta warisan yang ditentukan secara
Islam, maka sesuai dengan pembagain cara Islam %

Harta merupakan sesuatu yang sangat penting dan
berharga bagi manusia, maka dengan berbagai carapun
dilakukanya agar mendapatkan harta yang diinginkan, seperti
dalam kasus diatas putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.MKs,
jika dilihat keduanya baik penggugat dan tergugat saling
memperkuat argumentasinya demi suatu kemenangan, padahal
sebelumnya hakim sudah berupaya untuk melalui jalur
perdamaian agar perkara tersebut tidak harus melalui
pengadilan, namun keduanya merasa benar dalam perkara
tersebut.

Jika dilihat dari putusan diatas, maka bisa disimpulkan

faktor penyebab dari hasil putusan diatas yaitu sebagai berikut :

8 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shohih Sunan Ibnu Majah, hal. 554
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Pertama adanya harta peninggalan yang belum dibagi
dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 huruf “d” yaitu harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.®

Dalam putusan tersebut penyebab dari harta belum
dibagi yaitu adanya surat wasiat yang dierikan ekslusif kepada
satu anaknya saja, jika dilihat dari isi wasiat diatas, maka wasiat
tersebut ada poin yang tidak memenuhi dalam syarat wasiat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wasiat dijelaskan
pada pasal 195 yang berbunyi :

(1) wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi,
atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan
notaris

(2) wasiat hanya di perbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga
dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris
menyetujuinya

(3) wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh
semua ahli waris®’

Melihat keterangan dari putusan Nomor

63/Pdt.G/2012/PTA.Mks, pada putusan tersebut penggugat
menyatakan ketidak tahuanya jika adanya wasiat, sehingga
menjadi jelas bahwa wasiat tersebut tidak meminta persetujuan
terlebih dahulu dengan ahli waris lainya, hal ini juga

bertentatngan dengan syariat Islam berdasarkan hadist nabi :

% Kompilasi Hukum Islam, pasal 171
87 Kompilasi Hukum Islam, pasal 195
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“wasiat tidak boleh ditunjukan kepada salah satu ahli
waris, melainkan bila semua ahli waris menghendakinya” (H.R
Ad-Darquthni).®
Dalam hadist tersebut para ulama madzab sepakat
bahwa diperbolehkanya wasiat kepada ahli waris, namun
dengan ketentuan semua ahli waris menyetujuianya, namun
Imam Abu Hanifah memberi batasan jika dalam suatu wasiat
ada salah satu ahli yang menyetujuinya dan ahli waris lainya
tidak menyetujuinya, maka harta yang diambil yaitu harta ahli
waris yang menyetujuinya, sedangkan yang tidak
menyetujuinya tidak berhak untuk diambil .2
Pada isi wasiat diatas pewaris atau pewasiat sudah
melanggar kode etik dalam rumah tangga Islami, Rosulullah
menganjurkan kepada para orang tua untuk berlaku adil

terhadap anak-anaknya, sebagaimana hadist nabi :

“< Zg
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® |bnu Hajar Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram, hal.501
8 Muhammad Jawad Mughiyah, Figh Lima Madzab, hal.507
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Dari Nu’man bin Basyir berkata : ayahku memberikan
padaku satu pemberian. Maka berkatalah Amrah binti
Rawahah pada suaminya : aku tidak rela sampai engkau tidak
minta saksi pada Rosulullah saw. Maka datanglah kepada
Rosulullah saw. Dan berkata : aku memberika pada anaku dari
Amrah Binti Rawahah satu pemberian yang ia menyuruhku
untuk disaksikan engkau ya Rosulullah. Nabi menyatakan :
apakah engkau memberikan pada semua anak-anakmu seperti
itu? la menjawab : tidak, maka Nabi bersabda : takutlah kamu
kepada allah dan berlaku adilah diantara anak-anakmu. (H.R
Bukhari )*

Hadist tersebut menunjukan adanya hibah atau
pemberian yang diberikan kepada seseorang anak harus adil di
antara mereka dan hukumnya wajib, pada hadist tersebut
Rosulullah menganjurkan kepada orang tua untuk tidak dzolim
kepada anaknya sendiri, apalagi sampai mengistimewakan
orang lain dibanding anaknya, maka sikap tersebut akan
menimbulkan diantara mereka  permusuhan yang
mengakibatkan konflik.

Dari latar belakang diatas, maka bisa disimpulkan
bahwa faktor pertama yang menyebabkan penerima wasiat
digugat yaitu karena adanya harta warisan yang belum dibagi
namun harta tersebut sudah dibentuk menjadi wasiat dari
pewaris kepada salah satu anaknya saja yaitu Muzakkir

(tergugat), akan tetapi dalam pembuatan wasiat tersebut tidak

212

% Hussein Bahreisy, Himpunan Hadist Pilihan Hadist Shahih Bukhari, hal.



62

terlebih dahulu bermusyawarah atau meminta persetujuan
kepada Mansur (penggugat)

Firman Allah dalam surat Ash-shura ayat 38 :

3h "zl 5 5 sl \fu\j 20 1AL ;,;;J\;

YA G s a@—'ﬁJJ Uaay 2630 (51 5

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)

seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada
mereka (Q.S.Ash-Shura:38)™

Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok muslim
Madinah yang bersedia membela nabi Muhammad dan
menyepakati ayat tersebut melalui musyawarah yang mereka
laksanakan di rumah Abu Uyub Al-anshari, dan ayat ini
menjadi umum mencakup setiap kelompok yang melakukan
musyawarah.*?

Setiap waliyul amri pasti butuh dengan yang namanya
musyawarah, karena musyawarah merupakan perintah Allah
kepada nabi-Nya. Akan tetapi bukan berarti nabi tidak bisa
memutuskan sendiri dengan wahyu-Nya, namun untuk menarik
simpat kepada para sahabat-sahabatnya kelak jika ada
permasalahan, maka hal vyang paling utama Vyaitu

bermusyawarah.

' Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama
RI,Al — Or’an Dan Terjemahnya, hal, .487

% Sanusi, Musyawarah Kolektif Dan Hak Untuk Mogok Terhadap Pekerja
Buruh, Skripsi,(STAI (SMHB) Serang), 1999, hal. 25
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Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya
sengketa gugatan jika dilihat dalam isi wasiat tersebut, ada
unsur subjektif pewasiat terhadap penggugat yaitu pewasiat
tidak setuju dengan pernikahanya, pewasiat memerintah kepada
penggugat untuk menceraikanya jika ingin mendapatkan
warisan, maka bisa disimpulkan bahwa faktor kedua penyebab
terjadinya sengketa wasiat karena adanya unsur subjektif antara
pewasiat atau pewaris dengan ahli waris atau penggugat tidak
lain anaknya sendiri.

Bagaimanapun penggugat merupakan ahli waris dan
berhak atas harta warisan tersebut, jika penyebab penggugat
tidak mendapatkan harta warisan dengan alasan pewaris tidak
setuju dengan pernikahanya, maka dalam hal tersebut pewaris
sudah menyalahi aturan hukum waris Islam, bahwa penyebab
waris itu ada 3 yaitu, sebab adanya pernikahan, sebab adanya
kekerabatan, dan sebab adanya memerdekakan budak, sedankan
yang menjadi penghalang sebagai ahli waris yaitu perbudakan,
pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara®

Kebencian bukan menjadi penyebab terhalangnya
kewarisan, akan tetapi kebencian dalam rumah tangga
sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, maka dari itu
penulis menyimpulkan diatas untuk bermusyawarah.

Secara hukum tertulisnya juga jelas, seperti yang

dijelaskan pada pasal 171 huruf “c” ahli waris adalah orang

% yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh,hal.28
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pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.**

Pasal 173 tentang penyebab terhalangnya menjadi ahli
waris :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya berat pada pewaris

b. diperslahkan secara memfitnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan
yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau
hukuman lebih berat.”

Dari isi wasiat baik hasil putusan diatas tidak ada yang
menyatakan bahwa penggugat telah atau ingin melakukan
kejahatan atau menganiaya pewaris, maka penggugat berhak
atas gugatanya untuk membatalkan surat wasiat tersebut dan
dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Faktor selanjutnya jika dilihat dari harta wasiat yang
diberikan pewaris kepada terbanding/tergugat dalam putusan
tersebut disebutkan sebidang tanah seluas 4842 m2, maka jelas
sakali bahwa harta wasiat tersebut melebihi dari sepertiga harta
warisan, jadi faktor ketiga dari penyebab terjadinya sengketa
wasiat ini adalah karena harta wasiat melebihin dari sepertiga

harta warisan.

% Kompilasi Hukum Islam, pasal 171
% Kompilasi Hukum Islam, pasal 173
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Semua madzab sepakat bahwa harta wasiat yang
dikeluarkan yaitu sepertiga dari harta peninggalan , dan harta
tersebut langsung bisa dimiliki oleh si penerima wasiat setelah
pewasiat meninggal dunia.®

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan wasiat dengan
sepertiga sebagaimana pada pasal 195 ayat 2 bahwa wasiat
hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta
warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.®’

Pernyataan bahwa wasiat harus dibatasi sepertiga karena

hadist nabi yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal :

Kl Gl d ) o 50 06 06 e o B 22

s 5100 a5 (55 s 3 881 38365 s 2K L

Dari Muadz Bin Jabal berkata : telah bersabda Nabi Saw

: sesungguhnya Allah telah bershodagoh kepada kamu, dengan

sepertiga harta kamu di waktu kamu akan meninggal sebagai
penambah pada kebajikan-kebajikan”.(H.R Mutafaq ‘alaih )*

Wasiat itu menjadi cacat hukum jika pelaksanaanya
bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti melebihi
sepertiga dari harta warisan. Harta waris adalah hak penuh bagi
setiap ahli waris, sebagaimana anjuran Rosulullah Saw. bahwa

sepertiga itu sudah banyak maka janganlah ditambahkan lagi.

% Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal.516
% Kompilasi Hukum Islam, pasal 195
% |bnu Hajar Al-Asqalani,Bulughul Maram, ,hal. 503
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Bila dicermati hukum Islam itu sangat memperhatikan
keadilan, dimana suatu ketetapan harus dilakukan terlebih
dahulu  dengan  melalui  persetujuan  atau  dengan
bermusyawarah, maka sebenarnya hukum Islam tidak pernah
mempersulit keadaan namun orang-orang sendiri yang membuat
mempersulit sendiri dengan hukum Islam.

. Penyelesaian  Sengketa  kewarisan  Putusan  Nomor
63/Pdt.G/2012/PTA.Mks

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana
sengketa dan wupaya penyelesaian sengketa waris akibat
pembagian wasiat, berikut penuis menyimpulkan terlebih
dahulu keterangan dari penggugat dan tergugat dalam putusan
Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.MKs :

- bahwa penggugat tidak merasa puas dan tidak adil atas
keputusan majelis hakim pengadilan agama tingkat pertama
di Bulakamba

- bahwa penggugat atau pembanding telah menyetujuia atas
pembagian harta warisan yang dilakukan majelis hakim
pengadilan agama tingkat pertama di bulkamba, akan tetapi
penggugat tidak setuju dengan adanya wasiat atas nama
terbanding untuk dibatalkan

- penggugat tidak sependapat dengan majelis hakim yang
mengesahkan wasiat yang diberikan pewaris kepada
terbanding

- penggugat atau pembanding mengakui tidak mengetahui
tentang adanya wasiat yang diberikan pewaris kepada
terbanding

- penggugat merasa adanya manipulasi dari majelis hakim
yang memeriksa perkara tersebut, yakni dengan tidak
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mencatat/memasukan pengakuan tersebut dalam putusan di
pengadilan agama tingkat pertama bulakamba.

- Majelis hakim pengadilan tinggi agama menyimpulkan
bahwa yang menjadi akar permasalahan sengketa tersebut
yaitu tentang hibah atau wasiat yang telah terdaftar dengan
nomor registrasi  114/UB/BLK/IX/2002 tanggal 26
September 2002 yang dibuat Notaris Andi Aprima
Suryani,S,H

- Dari keterangan saksi-saksi terbanding bertentangan yaitu
para saksi tidak tahu adanya surat wasiat dari pewaris, tetapi
para saksi baru mengetahuinya setelah pewaris meninggal
dunia dikantong celana almarhum

- Para saksi juga bertentangan dengan keterangan yang dibuat
yaitu dimana seharusnya wasiat itu dibuat pada tanggal 26
September namun para saksi mengatakan pada bulan Juli

- Majelis hakim tingkat banding menimbang bahwa adanya
rasa kebencian antara pewaris dengan ahli waris yang
bernama Mansur sebagai penggugat

- Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa perbuatan
pewaris telah menyimpang dari nilai-nilai ke Islaman yaitu
tidak berlaku adil terhadap anaknya

- Majelis hakim tingkat banding menimbang bahwa akta
hibah nomor 114/AH/BLK/1X/2002 tanggal 26 September
2002 demi hukum, maka harus dibatalkan karena
bertentangan dengan hukum Islam dan harus dinyatakan
tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum

- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama bulakamba
Nomor 416/Pdt.G/2011/PA.BIk harus dibatalkan

- Menimbang bahwa oleh karena tergugat/terbanding adalah
pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan diatur dalam
passal 192 ayat (1) R.Bg. maka kepadanya harus dihukum
untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam
tingkat pertama dan tingkat banding

Dari  beberapa keterangan diatas penulis bisa

menganalisis bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan
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majelis hakim pengadilan tinggi agama di makasar, tapi
sebelumnya penulis mengambarkan terlebih dahulu tentang
kewenangan absolut pengadilan tinggi agama yang dijelaskan
pada UU No.07 Tahun 1989 pasal 51 :

(1) pengadilan tinggi agama bertugas dan berwenang mengadili
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam
tingkat banding

(2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang
mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah
hukumnya.*

Berdasrkan pasal tersebut berarti pengadilan tinggi

agama berwenang mengadili putusan yang dijatuhkan oleh
pengadilan agama tingkat pertama jika adanya bertentangan
dengan hukum. Sedangkan dalam putusan tersebut menyatakan:
Penggugat tidak mengetahui adanya wasiat namun
mejelis hakim pengadilan agama tidak mengkoreksi tersebut,
hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 195
poin “3” yaitu : wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila
disetuji oleh semua ahli waris. Pernyataan tersebut bisa menjadi
kunci untuk majelis hakim meengabulkan permohonan
pembanding dan membatalkan surat wasiat tersebut.'®
Berarti jika dilihat dari isi wasiat diatas, maka dalam

perkara tersebut ada yang tidak mengerti tentang eksistensi

hukum waris Islam mengenai wasiat, khususnya jika terjadi

% Lihat UU No.07 Tahun 1989
100 i ompilasi Hukum Islam, pasal 195
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wasiat kepada ahli waris, maka untuk menyelesaikan sengketa
kewarisan harus dipilah-pilih dulu harta-harta, hak dan
kewajiban pewaris sebelum meninggal dunia, barulah
penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik
tanpa harus melalui pengadilan. Seperti yang tertera pada
kompilasi hukum Islam pasal 175 :
(1) kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan,

perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih

hutang
c. menyelesikan wasiat pewaris
d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.'*

Pada pasal tersebut terdapat hak-hak dan kewajiban

pewaris dan juga ahli waris, pada huruf “c” bisa jadi dalam
putusan tersebut benar sudah menyelesaikan wasiat pewaris,
namun karena dalam isi surat wasiat tersebut bertentang dengan
hukum Islam, maka belum dikatakan sah dalam menyelesaikan
wasiat pewaris dengan kata lain wasiat tersebut harus di
batalkan. Dan pada bagian huruf “d” disebutkan bahwa harta
warisan harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dalam
putusan tersebut penggugat atau pembanding adalah ahli waris

yang sah dan berhak atas harta warisan tersebut.

101 K ompilasi Hukum Islam, Pasal 175
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Bagian yang cukup sulit untuk dipahami dalam
menyelesaikan sengketa, bukan dalam proses perhitunganya
untuk menentukan bagian para ahli waris melainkan :

1. menetapkan kedudukan ahli waris tertentu
2. menetapkan apakah hak waris sudah terpenuhi atau belum*®?

Pada hasil putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PTA.Mks
penulis sependapat yaitu dengan membatalkan surat wasiat
tersebut yaitu 1/3 dari harta wasiat tersebut diberikan kepada
musakkir sebagai terbanding lalu sisanya ditetapkan sebagai
harta warisan yang belum dibagikan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan hukum Islam dan kompilasi hukum Islam.

Mejelis Hakim Tingkat Banding juga menimbang bahwa
pada surat wasiat tersebut munculnya rasa kebencian H.Husen
(pewaris) terhadap anaknya Mansur (pembanding) adalah sikap
yang menyimpang dari nilia-nilai ke Islaman vyaitu tidak lagi
menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, khususnya dalam
pemberian hibah kepada anak-anaknya.

Prinsip keadilan dalam Islam harus ditegakkan sebagai
cermin ketagwaan terhadap Allah, sebagaimana fiman Allah

surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

192 syprihatin, Penyelesaian Terjadinya Sengketa Waris Akibat Pembagian

Wasiat, Tesis, (Universitas Diponegoro Semarang : Semarang), 2004, hal.118
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Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-
Maidah : 8)'*

E\——

A\

Ayat tersebut menjelaskan prinsip-prinsip keadilan
ditengah-tengah masyarakat yaitu dengan menciptakan
kesejahteraan dan kedamaian serta menghindarkan dari
perselisihan dan permusuhan antar manusia, karena dengan
keadilan itu adalah cermin menjadi manusi yang bertagwa
kepada Allah Swt.

Keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding sesuali
dengan pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi
“apabila wasiat melebihi sepertiga dar harta warisan, sedangkan
ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya
dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”'%

Pasal tersebut sependapat dengan pandangan madzab
Imamiah yang berpendapat bahwa wasiat boleh untuk ahli waris

maupun bukan ahli waris lain dan tidak bergantung pada

persetujuan sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan,

RILAI -

103 yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur’an Departemen Agama
QOr’an Dan Terjemahnya, hal.108
% Kompilasi Hukum Islam, pasal 201
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hal ini berarti jika ada kelebihan maka harta tersebut di potong
sepertiga lalu sisa harta tersebut menjadi harta umum untuk
semua ahli waris bukan wasiat lagi, pendapat tersebut sudah

dipakai di negara Lebanon di Mahkamah Syari’ah Lebanon'®

105 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Madzab, hal.507



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan bab-bab yang sudah diuraikan sebelumnya,
maka dalam bab terakhir ini penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Dalam isi putusan Nomor 63/Pdt.g/2012/PTA.Mks ada
beberapa faktor penyebab terjadinya penerima wasiat
digugat oleh ahli waris yaitu : pertama adanya harta warisan
yang belum dibagikan berupa wasiat, kedua tidak adanya
persetujuan, ketiga harta yang diwasiatkan melebihi
sepertiga dari harta warisan.

2. Pada putusan Nomor 63/Pdt.g/2012/PTA.Mks Penyelesaian
sengketa kewarisan melalui Peradilan, yaitu Pengadilan
Agama Tingkat Banding, pada isi wasiat tersebut melebihi
sepertiga dari harta warisan dan tidak disetuji oleh ahli waris
lainya, hal ini bertentang dengan Kompilasi Hukum Islam
pasal 195 bahw wasiat harus sepertiga dan pasal 201 bahwa
wasiat yang melebihi sepertiga maka dipotong sepertiga dari
harta wasiat tersebut lalu sisanya menjadi harta warisan

yang belum dibagikan
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B. Saran-Saran

1. Apabila seseorang yang hendak membagikan harta warisnya
melalui jalan wasiat, maka seharusnya bermusyawarah
terlebih dahulu dengan para ahli waris untuk menghindari
kecemburuan sosial dan konflik permusuhan di waktu
mendatang

2. Bagi umat Islam yang hendak membuat wasiat baik itu
ditunjukan kepada orang lain ataupun ahli waris, maka
seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga
tidak akan terjadinya persengketaan atau gugatan dari kedua
bilah pihak.



